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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 12 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki 

peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan 

efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui 

pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan 

fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 

ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman 

Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; 
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Mengingat  : 1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN 

PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:  

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

2. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan 

oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD 

provinsi dan kabupaten/kota. 

3. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik 

adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota 

DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga 

martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.  

4. Anggota DPRD adalah anggota DPRD provinsi, anggota 

DPRD kabupaten, dan anggota DPRD kota. 
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5. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD. 

6. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD provinsi 

dan kabupaten/kota berdasarkan konfigurasi partai 

politik hasil pemilihan umum. 

7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau 

yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi 

dan Perda kabupaten/kota. 

8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang 

selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat 

kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus 

menangani bidang Perda.  

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dalam negeri. 

11. Kepala Daerah adalah gubernur dan bupati/wali kota.  

12. Hari adalah hari kerja. 

 

BAB II 

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD 

 

Bagian Kesatu 

Fungsi 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 2 

DPRD provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi: 

a. pembentukan Perda; 

b. anggaran; dan 

c. pengawasan. 
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Paragraf 2 

Fungsi Pembentukan Perda 

 

Pasal 3 

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara: 

a. menyusun program pembentukan Perda bersama 

Kepala Daerah; 

b. membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui 

atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan 

c. mengajukan usul rancangan Perda. 

 

Pasal 4 

(1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas 

pembentukan rancangan Perda. 

(2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan antara DPRD dan Kepala Daerah.  

 

Pasal 5 

(1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau 

Kepala Daerah. 

(2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala 

Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau 

naskah akademik. 

(3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program 

pembentukan Perda atau di luar program 

pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 6 

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat 

diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan 

komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh 

Bapemperda. 

(2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, 

komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda 
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disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD 

disertai dengan: 

a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah 

akademik; dan 

b. daftar nama dan tanda tangan pengusul. 

(3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD 

kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian 

dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan 

pemantapan konsepsi rancangan Perda. 

(4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda 

disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua 

Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum 

rapat paripurna. 

(5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh 

Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. 

(6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5): 

a. pengusul memberikan penjelasan; 

b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan 

pandangan; dan 

c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan 

Fraksi dan Anggota DPRD lainnya. 

(7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan 

Perda berupa: 

a. persetujuan; 

b. persetujuan dengan pengubahan; atau 

c. penolakan. 

(8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD 

menugaskan komisi, gabungan komisi, atau 

Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan 

Perda. 

(9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD 

disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada 

Kepala Daerah. 
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